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INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kegiatan penghubung antar Pemerintah Provinsi dengan instansi
pemerintah /lembaga-lembaga di Jakarta, mewakili pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam
mengikuti rapat yang tidak bersifat teknis di Jakarta, fasilitasi dan pendayagunaan aset Pemerintah Kalimantan Barat di
Jakarta dan daerah lainnya, penunjang kegiatan promosi, pengelolaan anjugan daerah, pemberian pelayanan penunjang
kegiatan protokoler serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.
Perumusan program kerja di bidang penghubung

Perumusan kebijakan di bidang penghubung

Pelaksanaan kebijakan di bidang penghubung

Pengkoordinasian di bidang penghubung

Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintah di bidang penghubung sesuai peraturan perundang-undangan
Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penghubung

Pelaksanaan administrasi Badan Penghubung

Penghubung antara Pemerintah Provinsi dengan lembaga - lembaga lainnya di Jakarta dan daerah lainnya

Pelayanan terhadap kepentingan Pemerintah Provinsi di Jakarta dan daerah lainnya

Pembinaan masyarakat, mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya

Pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan asrama mahasiswa dan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat di Jakarta dan daerah lainnya

Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di
lingkungan Badan Penghubung

Pengelolaan Anjungan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta dan daerah lainnya
Penunjang pelaksanaan kegiatan promosi daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja Provinsi, Kabupaten / Kota meliputi
sosial, budaya, ekonomi dan pariwisata berdasarkan kebijakan Gubernur

Pelayanan penunjang kegiatan protokoler dan perjalanan dinas bagi Pejabat Eksekutif dan Legislatif Provinsi dan
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya
Penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah

Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang penghubung sesuai peraturan
perundang-undangan



4, Indikator Kinerja Utama
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN PROGRAM TARGET
1 2 3 4 5 6
1 |Meningkatnya kualitas pelayanan penghubung Persentase Fasilitasi Gubernur, Wakil [Jumlah Fasilitasi Fasilitasi Gubernur, Wakil |Program Pelayanan 100%
pemerintah daerah provinsi kalbar di jakarta dan daerah |Gubernur, Sekretaris Daerah, Ketua |Gubernur, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD |[Penghubung
lainnya DPRD dan Pejabat Daerah dan Pejabat Daerah x 100
Persentase PAD atas Pemanfaatan Realisasi Atas Pendapatan sarana Pendapatan Daerah 100%
sarana prasaranan Badan prasaranan Badan Penghubung X Target
Penghubung Pendapatan
Persentase koordinasi antar lembaga [Jumlah koordinasi antar lembaga dengan K/L|Program Pelayanan 100%
dengan K/L Lainnya Lainnya x 100 Penghubung
2 |Meningkatya Promosi Daerah Jumlah Kegiatan Promosi Daerah, Jumlah Kegiatan Promosi Daerah, Pameran |[Program Pelayanan 12 Kali
Pameran produk Unggulan dan produk Unggulan dan Pelestarian seni Penghubung
Pelestarian seni budaya budaya
3 |[Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah Seluruh Kegiatan Program Program Penunjang 100%
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah x 100[Urusan Pemerintah
Daerah
4 |[Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah Mengacu Pada Peraturan Menteri Program Penunjang BB Angka

Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 88 Tahun 2021 (Hasil Mengacu pada
hasil penilaian internal oleh inspektorat
provinsi aklimantan barat)

Urusan Pemerintah
Daerah

Jakarta, 2 Januari 2024
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